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BAB II 

KERANGKA TEORI   

A. Teori Negara Hukum.  

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.
1
 

Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of 

law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo 

menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau 

rechtsstaat.”
2
 Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang 

demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan 

democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah “rechtsstaat.”
3
 

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum 

sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan 

pendapat berikut ini: 

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang 

pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah 

negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang 

tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga 

senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”
4
 

 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, 

selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga 
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dikenal istilah the rule of law. Namun istilah the rule of law yang paling 

banyak digunakan hingga saat ini. 

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the 

rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. 

Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, 

yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang 

disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, 

yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian 

perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah 

pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
5
 

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat 

atau etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 

disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas 

dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang 

menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. 

Paham negara hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas 

legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan 

kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk 

mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-

wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. 
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Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, 

Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat‟. 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum 

dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of 

Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan 

istilah “rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:  

1. Perlindungan hak asasi manusia.  

2. Pembagian kekuasaan.  

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.  

4. Peradilan tata usaha Negara. 

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam 

setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, 

yaitu:
6
 

1. Supremacy of Law.  

Pengertian di atas mengenai Supremacy of Law adalah adanya 

pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa 

semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman 

tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya 

pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, 

tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.  
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Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercemin dalam perumusan 

hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi 

hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa 

hukum itu memang supreme, bahkan dalam republik yang menganut 

presedential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya 

lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem 

pemerintahan presedential, tidak dikenal pembedaan antara kepala 

negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan 

parlementer. 

2. Equality before the law.  

Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu adanya 

persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, 

yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
7
 Dalam 

rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif 

dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan 

tindakan yang terlarang, kecuali tindakantindakan yang bersifat 

khusus. Sedangkan yang dinamakan affirmative actions digunakan 

mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau 

kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga 

mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan 

masyarakat yang sudah lebih maju. 
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3. Due Process of Law. 

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas 

legalitas (Due Process of Law) dipersyaratkan dalam segala bentuk 

tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-

undangan yang sah dan tertulis. Jadi, peraturan perundang-undangan 

tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan 

atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap 

perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus 

didasarkan aturan atau rules and procedures. 

Keempat prinsip “rechtsstaat‟ yang dikembangkan oleh Julius Stahl 

tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule 

of Law‟ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara 

Hukum modern Keempat prinsip “rechtsstaat‟ yang dikembangkan oleh Julius 

Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 

“Rule of Law‟ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri 

Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International 

Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi 

dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and 

impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak 

diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri 

penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu 

adalah: 
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1. Negara harus tunduk pada hukum.  

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.  

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara 

hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern. Negara 

hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, 

yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang 

kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula 

pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam 

bukunya “Law in a Changing Society‟ membedakan antara “rule of law‟ dalam 

arti formil yaitu dalam arti “organized public power‟, dan “rule of law‟ dalam 

arti materiel yaitu “the rule of just law‟.
8
 

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi 

negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, 

terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat 

dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi 

oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan 

sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian 

negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta 

belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah “the 

rule of law‟ oleh Friedman juga dikembangikan istilah “the rule of just law‟ 

untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “the rule of law‟ 
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tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel daripada sekedar 

memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun 

istilah yang digunakan tetap “the rule of law‟, pengertian yang bersifat luas 

itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “the rule of law‟ yang digunakan 

untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok 

Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas 

prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri 

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum 

(The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. 

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:
9
 

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif 

dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua 

masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.  

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law); Adanya 

persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, 

yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.  

3. Asas Legalitas (Due Process of Law); Dalam setiap Negara Hukum, 

dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due 

process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus 

didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.  

4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan 

organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian 

kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara 

horizontal.  

5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi 

kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya 

pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat „independent‟, 

seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan 

kejaksaan. Selain itu, ada pula lembagalembaga baru seperti Komisi 

Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, 

Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau 
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organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada 

dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi 

independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak 

seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun 

pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ 

tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena 

fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk 

melanggengkan kekuasaan.  

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas 

dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan 

bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara 

Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh 

dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan 

(politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).  

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara 

juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi 

penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum 

tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus 

terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat 

keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan 

hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat 

administrasi negara.  

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya 

pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan 

tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum 

modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah 

konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.  

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan 

konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum 

bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan 

terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas 

dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu 

Negara Hukum yang demokratis.  

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat); Dianut dan 

dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang 

menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan 

yang hidup di tengah masyarakat.  

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang 

diidealkan bersama.  

12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol 

sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan 

hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam 
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mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer 

oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) 

dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. 

B. Teori Kewenangan 

1. Pengertian kewenangan  

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau 

memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar 

tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan 

kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor 

kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai 

tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan 

dengan kekuasaan.
10

 Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang 

berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau 

pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. 

Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi 

oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul 

sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang 

tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-

Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak. 

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap 

segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang 

pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, 

maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai 
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suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout 

“sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public.”
11

 

Menurut Bagir Manan, we-wenang dalam bahasa hukum tidak sama 

dengankekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 

berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak 

dan kewajiban (rechten enplichten).
12

 Dalam kaitan dengan otonomi daerah, 

hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zeljregelen) 

dan mengelola sendiri (zeljbesturen), sedangkan kewajiban secara horisontal 

berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 

mestinya. Vertikal berarti kekusaaan untuk menjalankan pemerintahan 

dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.
13

 

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan 

tanggungjawab kepada orang lain.”
14

 Secara pengertian bebas kewenangan 

adalah hak seorang induvidu yang melakukan sesuatu tindakan dengan 

batas-batas tertentu yang diakui oleh induvidu lain dalam suatu kelompok 

tertentu. 
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2. Sumber-sumber Kewenangan  

Berdasarkan sumber kewenangan, wewenang dapat diperoleh melalui 

beberapa cara atau metode, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

macam sumber kewenangan yang terdiri dari :
15

 

1. Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau 

bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada 

badan/organ negara. pemberian kewenangan pada badan atau 

lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-

Undang Dasar maupun pembentuk UndangUndang. Sebagai contoh : 

Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-

Undang.  

2. Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan 

pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan 

pemerintahan lainnya. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan 

DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.  

3. Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara 

pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara 

lainnya. pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang 

oleh sipemberi mandat, Penerima mandat hanya menjalankan 

wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan 

atas nama sendiri. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi 

keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya. 

                                                           
15

 Sony Pungus “Teori Kewenangan”,(Online), (http://sonny tobelo.blogspot.com/2011/ 01/teori-

kewenangan.html, diakses 16 Juli 2024). 



 

38 
 

Berdasarkan tiga sumber kewenangan tersebut, atribusi merupakan 

sumber yang lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan oleh Undang-

Undang Dasar, berbeda dari delegasi dan mandat merupakan kewenangan 

yang berasal dari pelimpahan wewenang. Prosedur pelimpahan wewenang 

delegasi berasal dari satu orang pemerintah kepada organ pemerintahan 

lainnya sesuai peraturan perundangundangan dengan tanggung jawab 

beralih kepenerima delegasi, sedangkan prosedur pelimpahan wewenang 

mandat dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin dengan 

tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. 

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara,  

“kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban 

memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu 

dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber 

dari peraturan peundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu 

atribusi, delegasi dan mandat.”
16 

C. Teori Efektifitas Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada 

efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu 

Undang-Undang atau peraturan.
17

 Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah 

keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.
18

 

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah 

pihak yang berwenang. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang 
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berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap 

pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang 

hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas 

merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of 

social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam 

masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara 

stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki 

fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah 

sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam 

mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke 

dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum 

merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.  

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka 

kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh 

sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan 

bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, 

sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat 

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati 

atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.
19
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Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan 

itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, 

identification, internalization.  

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum 

antara lain :
20 

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 

orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.  

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.  

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.  

d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka 

seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 

mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih 

mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan 

(mandatur). 

e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan 

sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.  

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.  

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 
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memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).  

h.  Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 

relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan 

dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 

diberlakukannya aturan tersebut.  

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum 

untuk menegakkan aturan hukum tersebut. 

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di 

dalam masyarakat. 

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang 

berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum 

pada umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. 

Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan 

terhadap keduanya :
21

 

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktorfaktor apa 

yang mempengaruhinya;  

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-

faktor apa yang mempengaruhinya. 
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Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundangundangan, maka dapat 

dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain :
22

 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.  

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.  

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam 

masyarakatnya. 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh 

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 

diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-

undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

 
Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang 

banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 

profesional dan optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para 

penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri 

mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.
23

 

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam 

penegakan hukum pada lima hal yakni :
24

 

a. Faktor Hukum  

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 

praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 

sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak 

tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 
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setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 

semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
25

 

 

b. Faktor Penegakan  

Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada 

kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan 

hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan 

dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya 

dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap 

atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan 

lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. 

Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum 

tersebut.
26

 

 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum 

tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan 

kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, 

sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan 

mungkin penegak hukum menyerasikan peranan ng seharusnya dengan 

peranan yang aktual.
27

 

 

d. Faktor Masyarakat  

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.  

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan 

hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum yang bersangkutan. 

 

e. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum 

yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa 

yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia 

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping 

itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh 

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan 
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wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar 

hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
28

 

 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal 

pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas 

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor 

penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan 

oleh baik undangundangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun 

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga 

merupakan panutan oleh masyarakat luas.
29
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